
 
 

21 
 

BABi II 

ASPEKi HUKUMi TERKAITi PENYANDANGi DISABILITASi 

DANi TENAGAi KERJA 

A. Aspeki Hukumi Penyandangi Disabilitas 

1. Pengertiani  

Menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i penyandangi disabilitasi 

diartikani dengani orangi yangi menyandangi (menderita)i sesuatu.i 

Sedangkani disabilitasi merupakani katai Bahasai Indonesiai yangi berasali 

darii katai serapani bahasai Inggrisi disabilityi (jamaki disabilities)i yangi 

berartii cacati ataui ketidakmampuan.i Katai “penyandangi disabilitas”i 

merupakani istilahi penggantii darii katai “penyandangi cacat”i yangi dului 

lebihi banyaki digunakan.i Istilahi “penyandangi disabilitas”i resmii 

dipergunakani setelahi Indonesiai meratifikasii Konvensii mengenaii Hak-haki 

Penyandangi Disabilitasi (Conventioni oni Thei Rightsi ofi Personi withi 

Disabilities/CRPD)15. 

Definisii penyandangi disabilitasi menuruti pasali 1i ayati (1)i Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitasi 

menyebutkani bahwai : 

“Penyandangi Disabilitasi adalahi setiapi orangi yangi mengalamii 
keterbatasani fisik,i intelektual,i mental,i dan/ataui sensoriki dalami 
jangkai waktui lamai yangi dalami berinteraksii dengani lingkungani dapati 
mengalamii hambatani dani kesulitani untuki berpartisipasii secarai 
penuhi dani efektifi dengani wargai negarai lainnyai berdasarkani 
kesamaani hak”. 
 

                                                             
15

i Febilitai Wulani Sarii dani Arinitai Sandria,i „Upayai Perlindungani terhadapi 

Perempuani dani Anaki Penyandangi Disabilitasi Korbani Kekerasani Seksual‟i (2016),i 
Prosidingi Seminari Nasional,i hlm.i 59. 
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Ragami Penyandangi Disabilitasi sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 

4i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi 

Disabilitasi meliputii : 

a. Penyandangi Disabilitasi fisiki : 

Yangi dimaksudi dengani “penyandangi disabilitasi fisik”i adalahi 

terganggunyai fungsii gerak,i antarai laini amputasi,i lumpuhi layuhi 

ataui kaku,i paraplegi,i celebrali palsyi (CP),i akibati stroke,i akibati 

kusta,i dani orangi kecil. 

b. Penyandangi Disabilitasi intelektuali : 

Yangi dimaksudi dengani “penyandangi disabilitasi intelektual”i 

adalahi terganggunyai fungsii pikiri karenai tingkati kecerdasani dii 

bawahi rata-rata,i antarai laini lambati belajar,i disabilitasi grahitai dani 

downi syndrome. 

c. Penyandangi Disabilitasi mentali : 

Yangi dimaksudi dengani “penyandangi disabilitasi mental”i adalahi 

terganggunyai fungsii pikir,i emosii dani perilaku,i antarai laini : 

1) Psikososiali dii antaranyai skizofrenia,i bipolar,i depresi,i 

anxientas,i dani gangguani kepribadian,i dan 

2) Disabilitasi perkembangani yangi berpengaruhi padai kemampuani 

interaksii sosiali dii antaranyai autisi dani hiperaktif. 

d. Penyandangi Disabilitasi sensoriki : 

Yangi dimaksudi dengani “penyandangi disabilitasi sensorik”i adalahi 

terganggunyai salahi satui fungsii darii pancai indera,i antarai laini 

disabilitasi netra,i disabilitasi rungu,i dan/ataui disabilitasi wicara. 
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Pengertiani Penyandangi Disabilitasi jugai telahi diaturi didalami Pasali 1i 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi yangi mengatakani 

bahwai penyandangi disabilitasi adalahi setiapi orangi yangi memilikii 

keterbatasani fisik,i mental,i intelektual,i ataui sensoriki dalami jangkai waktui 

lamai yangi dalami berinteraksii dengani lingkungani dani sikapi 

masyarakatnyai dapati menemuii hambatani yangi menyulitkani untuki 

berpartisipasii penuh,i dani efektifi berdasarkani kesamaani hak. 

 

2. Peraturani Perundang-undangani Terkaiti Penyandangi Disabilitas 

Mengenaii peraturani perundang-undangani terkaiti penyandangi 

disabilitasi inii awalnyai diaturi dalami Undang-Undangi Dasari 1945i (UUDi 

1945)i alineai ke-IVi menyatakani : 

“Kemudiani darii padai itui untuki membentuki suatui Pemerintahi Negarai 
Indonesiai yangi melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani untuki 
memajukani kesejahteraani umum,i mencerdaskani kehidupani bangsa,i 
dani ikuti melaksanakani ketertibani duniai yangi berdasarkani 
kemerdekaan,i perdamaiani abadii dani kehidupani sosial,i makai 
disusunlahi Kemerdekaani Kebangsaani Indonesiai itui dalami suatui 
Undang-undangi dasari negarai Indonesia,i yangi terbentuki dalami suatui 
susunani Negarai Republiki Indonesiai yangi berkedaulatani rakyati 
dengani berdasarkani kepadai Ketuhanani Yangi Mahai Esa,i 
Kemanusiaani yangi adili dani beradab,i Persatuani Indonesiai dani 
Kerakyatani yangi dipimpini olehi hikmati kebijaksanaani dalami 
Permusyawaratan/Perwakilan,i sertai dengani mewujudkani suatui 
Keadilani sociali bagii seluruhi rakyati Indonesia”. 
 
Komitmeni yuridisi negarai untuki melindungii wargai negaranyai 

sebagaimanai disebutkani dii dalami alineai ke-IVi Pembukaani UUDi 1945i 

tersebuti kemudiani dijabarkani dalami tubuhi UUDi 1945i BABi XAi Tentangi 

Haki Asasii Manusiai (HAM).i Kewajibani untuki melindungii wargai Negarai 
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inii tidaki terkecualii jugai perlindungani terhadapi penyandangi disabilitas16.i 

Adapuni peraturani terkaiti penyandangi disabilitasi lainnyai dii dalami UUDi 

1945i inii terdapati padai Pasali 28Hi ayati (2)i yangi menyebutkani bahwai : 

“Setiapi orangi berhaki mendapati kemudahani dani perlakuani khususi 

untuki memperolehi kesempatani dani manfaati yangi samai gunai 

mencapaii persamaani dani keadilan”. 

Selanjutnyai peraturani terkaiti penyandangi disabilitasi terdapati padai 

Pasali 28Ii ayati (2)i yangi menyebutkani bahwai “setiapi orangi berhaki 

bebasi darii perlakuani yangi bersifati diskriminatifi atasi dasari apai puni dani 

berhaki mendapatkani perlindungani terhadapi perlakuani yangi bersifati 

diskriminatifi itu”,i begitui pulai yangi adai padai Pasali 28Ji ayati (1)i 

menyebutkani bahwai “setiapi orangi wajibi menghormatii haki asasii 

manusiai orangi laini dalami tertibi kehidupani bermasyarakat,i berbangsa,i 

dani bernegara”,i dani padai Pasali 28Ji ayati (2)i menyebutkani bahwai 

“dalami menjalankani haki dani kebebasannya,i setiapi orangi wajibi tunduki 

kepadai pembatasani yangi ditetapkani undang-undangi dengani maksudi 

semata-matai untuki menjamini pengakuani sertai penghormatani atasi haki 

dani kebebasani orangi laini dani untuki memenuhii tuntutani yangi adili 

sesuaii dengani pertimbangani moral,i nilai-nilaii agama,i keamanan,i dani 

ketertibani umumi dalami suatui masyarakati demokratis”. 

Penjelasani diatasi itulahi yangi selanjutnyai menjadii dasari Negarai 

Indonesiai meratifikasii konvensii hak-haki penyandangi disabilitasi yangi 

manai didasarii olehi Pancasilai dani UUDi 1945i yangi jelasi menghormatii 

dani menjunjungi tinggii harkati dani martabati manusiai sehinggai 

                                                             
16i Ibid.i hlm.i 58. 
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perlindungani dani pemajuani haki asasii manusiai terhadapi kelompoki 

rentani khususnyai penyandangi disabilitasi perlui ditingkatkan,i setelahi 

meratifikasii konvensii tersebuti Indonesiai menerbitkani Undang-Undangi 

Nomori 19i Tahuni 2011i Tentangi Pengesahani Conventioni Oni Thei Rightsi 

Ofi Personsi Withi Disabilitiesi (Konvensii Mengenaii Hak-haki Penyandangi 

Disabilitas),i yangi manai peraturani inii menjadii peraturani terkaiti dengani 

penyandangi disabilitas,i dalami konvensii inii diuraikani secarai jelasi 

mengenaii hak-haki penyandangi disabilitas,i antarai laini 17: 

a. Haki untuki mendapati persamaani dani non-diskriminasi. 

b. Haki untuki mendapati pelayanani ataui aksesibilitas. 

c. Haki atasi kebebasani dani keamanan. 

d. Haki untuki mendapatkani pengakuani atasi persamaani dii mukai 

umum. 

e. Haki untuki mendapati keadilan. 

f. Haki bebasi darii penyiksaani ataui penghukumani yangi kejam. 

g. Haki bebasi darii eksploitasii dani kekarasan. 

h. Haki atasi pendidikani dani kesehatan. 

i. Haki atasi pekerjaani dani lapangani kerja 

j. Haki atasi kebebasani bergeraki dani berkewarganegaraan. 

Hak-haki yangi terdapati dalami konvensii tersebuti merupakani dasari 

bagii penyandangi disabilitasi untuki mempertahankani hidupi sertai 

memperjuangkani haki yangi melekati padai dirinya18.i  

                                                             
17i M.i Ramadhanai Alfaris,i „Payungi Hukumi Penyandangi Disabilitasi Dalami Konteksi 

Dukungani Dani Aksesibilitasi Terhadapi Pembangunani Sociali Berkelanjutan‟i (2018),i 
Voli 1i Noi 2i Jurnali Hukum,i hlm.i 203. 

18
i Ibid. 
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Adapuni dalami hukumi Internasionali yangi terkaiti dengani peraturani 

penyandangi disabilitas,i yaitui : 

1) Konvensii Perserikatani Bangsa-Bangsai (PBB)i padai tahuni 

2006i Tentangi Conventioni Oni Thei Rightsi Ofi Personsi Withi 

Disabilitiesi (Konvensii Mengenaii Hak-haki Penyandangi 

Disabilitas)i besertai optionali protocoli yangi merupakani 

pencapaiani tersuksesi untuki instrumeni hukumi internasionali dii 

bidangi disabilitas. 

Pasali 20i darii UNCRPDi (Unitedi Nationsi Conventioni Oni Thei 

Rightsi Ofi Personsi Withi Disabilities)i mengenaii haki pekerjaani 

dani lapangani pekerjaani bagii penyandangi disabilitas,i 

menegaskani hal-hali berikuti : 

a) Noni diskriminasi 

b) Promosii pekerjaani dii sektori swasta 

c) Memastikani akomodasii yangi layak 

2) Konvensii ILOi (Internationali Labori Organization)i Nomori 159i 

mengenaii Rehabilitasii dani Pelatihani Keterampilani (bagii 

penyandangi disabilitas)i jugai mengaturi hak-haki penyandangi 

disabilitas.i Konvensii inii mempromosikani : 

a) Persamaani kesempatani antarai pekerjai disabilitasi 

dengani pekerjai laini padai umumnya. 

b) Persamaani perlakuani dani menghargaii akses,i haki 

kepemilikan,i dani peningkatani dalami pekerjaan. 
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Ketentuani terkaiti penyandangi disabilitasi diaturi jugai dalami Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitasi Pasali 5i 

menegaskani tentangi hak-haki yangi harusi diberikani kepadai penyandangi 

disabilitas,i yaitui : 

a. Hidup; 

b. Bebasi darii stigma; 

c. Privasi; 

d. Keadilani dani perlindungani hukum; 

e. Pendidikan; 

f. Pekerjaan,i kewirausahaan,i dani koperasi; 

g. Kesehatan; 

h. Politik; 

i. Keagamaan; 

j. Keolahragaan; 

k. Kebudayaani dani pariwisata; 

l. Kesejahteraani sosial; 

m. Aksesibilitas; 

n. Pelayanani Publik; 

o. Perlindungani darii bencana; 

p. Habilitasii dani rehabilitasi; 

q. Konsesi; 

r. Pendataan; 

s. Hidupi secarai mandirii dani dilibatkani dalami masyarakat; 

t. Berekspresi,i berkomunikasi,i dani memperolehi informasi; 

u. Berpindahi tempati dani kewarganegaraan;i dan 
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v. Bebasi darii tindakani Diskriminasi,i penelantaran,i penyiksaan,i 

dani ekploitasi. 

Mengenaii haki pekerjaani yangi ditujukani untuki menjaminnyai parai 

penyandangi disabilitasi untuki mendapatkani pekerjaani yangi layaki sertai 

haki pekerjaani yangi samai dengani orangi padai umumnya,i makai dalami 

Undang-Undangi Penyandangi Disabilitasi inii puni mengaturi mengenaii 

kesempatani kerjai bagii penyandangi disabilitasi dalami Pasali 53i Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitasi yangi 

menyebutkani bahwai pemerintahi baiki itui BUMNi ataupuni BUMDi 

diwajibkani untuki mempekerjakani penyandangi disabilitasi palingi sedikiti 

2%i darii jumlahi pegawai,i sementarai perusahaani swastai diwajibkani 

memperkerjakani panyandangi disabilitasi palingi sedikiti 1%i darii jumlahi 

pekerja.i Artinyai penyandangi disabilitasi bisai diterimai sebagaii karyawani 

disesuaikani dengani kemampuannya19. 

Berangkati darii penjelasani diatas,i pemerintahi daerahi Jawai Barati puni 

telahi membuati peraturani perundang-undangani mengenaii penyandangi 

disabilitasi yaitui Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 

2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi 

yangi merupakani bentuki kepeduliani pemerintahi Jawai Barati terhadapi 

segalai hak-haki penyandangi disabilitasi yangi belumi terpenuhi,i salahi 

satunyai haki penyandangi disabilitasi dalami memperolehi kesempatani 

kerja.i Pasali 7i ayati (1)i hurufi ei Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati 

Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani 

Penyandangi Disabilitasi yangi menyebutkan,i bahwa: 

                                                             
19i Ibid.i hlm.i 204. 
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”Dalami rangkai perlindungani terhadapi penyandangi disabilitasi 
Pemerintahi Daerahi mempunyaii kebijakani :i (e)i mengembangkani dani 
memperkuati kerjasamai dengani berbagaii pihaki dalami melakukani 
penyelenggaraani perlindungani penyandangi disabilitas”. 
 
Adapuni Pasali 20i menyebutkani bahwai “penyandangi disabilitasi 

mempunyaii kesempatani dani perlakuani yangi samai untuki memperolehi 

pekerjaani sesuaii dengani kemampuan,i kompetensi,i jenis,i dani derajati 

disabilitas”.i Begitui pulai yangi adai padai Pasali 21i ayati (1)i menyebutkani 

“pemerintahi daerahi dani pemerintahi Kabupaten/Kota,i wajibi memberikani 

kesempatani dani perlakuani yangi samai kepadai tenagai kerjai penyandangi 

disabilitas,i untuki memperolehi pekerjaani sesuaii dengani persyaratani dani 

kualifikasii pekerjaani sertai jenisi dani derajati disabilitas”.i Padai Pasali 21i 

ayati (2)i jugai menyebutkani bahwai “pemerintahi daerah,i pemerintahi 

Kabupaten/Kota,i Badani Usahai Miliki Negara,i Badani Usahai Miliki Daerah,i 

sertai Perusahaani Swasta,i wajibi mempekerjakani pegawaii penyandangi 

disabilitasi yangi memenuhii pesyaratani dani kualifikasii pekerjaani palingi 

kurangi 1%i (satui persen)i darii jumlahi pegawai”.i Sertai mengenaii 

larangani ataui sanksii terhadapi perusahaani yangi tidaki 

mengimplementasikani Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i 

Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi 

Disabilitas,i khususnyai mengenaii kuotai 1%i kesempatani kerjai bagii 

penyandangi disabilitasi inii terdapati padai Pasali 55i hurufi (a)i dani (b)i 

yangi menyebutkani bahwai : 

“(a).i menghambati kesempatani dani perlakuani yangi samai kepadai 
tenagai kerjai yangi menyandangi disabilitas,i untuki memperolehi 
pekerjaani sesuaii dengani persyaratani dani kualifikasii pekerjaani sertai 
jenisi dani disabilitasnya; 
(b).i menolaki mempekerjakani penyandangi disabilitasi yangi memenuhii 
persyaratani dani kualifikasii pekerjaani sebagaii pegawai,i sesuaii 
kententuani peraturani perundang-undangan”. 
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Adapuni mengenaii sanksinyai terdapati dalami Pasali 56i ayati (1),i yaitui: 

“Setiapi orangi dan/ataui penyelenggarai kegiatani yangi melanggari 
ketentuani Pasali 55,i dapati dikenakani sanksii administrasii berupai : 

a. Peringatani tertulis; 
b. Pemberhentiani sementarai kegiatan; 
c. Pembekuani kegiatan;i dan/atau 
d. Pencabutani dan/ataui pembatalani rekomendasi/izin”. 

 
 

Adapun ketentuan dari Kementerian Sosial yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mengenai habilitasi dan 

rehabilitasi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang disabilitas. 

Penjelasani diatasi merupakani peraturani perundang-undangani terkaiti 

penyandangi disabilitasi sesuaii dengani hukumi positif. 

3. Haki Atasi Kesempatani Kerjai Bagii Penyandangi Disabilitas 

Kesempatani kerjai merupakani salahi satui haki darii penyandangi 

disabilitasi agari dapati meningkatkani kesejahteraani hidupi dengani carai 

bekerja,i setiapi perusahaani miliki Negara,i swasta,i maupuni miliki daerahi 

wajibi mempekerjakani tenagai kerjai disabilitasi sekurang-kurangnyai 1%i 

darii tenagai kerjai yangi dimilikii olehi perusahaani tersebut.i Haki asasii 

dalami bekerjai bagii penyandangi disabilitasi adalahi haki untuki 

memperolehi pekerjaani yangi layaki bagii kemanusiaani sesuaii dengani 

UUDi 194520. 

Perlindungani dani pemenuhani haki penyandangi disabilitasi dalami 

memperolehi kesempatani kerjai telahi diaturi olehi pemerintahi didalami 

Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi Disabilitas,i 

                                                             
20i Adriani Sutendi,i Hukumi Perburuhan,i Sinari Grafika,i Jakarta,i 2009,i hlm.i 15. 
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Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi 

Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi sertai Undang-

Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaan. 

Berdasarkani Pasali 1i angkai (2)i Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 

2016i Tentangi Penyandangi Disabilitasi menyatakani bahwai “Kesamaani 

Kesempatani adalahi keadaani yangi memberikani peluangi dan/ataui 

menyediakani aksesi kepadai Penyandangi Disabilitasi untuki menyalurkani 

potensii dalami segalai aspeki penyelenggaraani negarai dani masyarakat”. 

Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i 

Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi Disabilitasi Pasali 20i 

menyatakani bahwai “penyandangi disabilitasi memilikii kesempatani dani 

perlakuani yangi samai untuki memperolehi pekerjaani sesuaii dengani 

kemampuan,i kompetensi,i jenis,i dani derajati disabilitas”.i Pasali 21i ayati 

(1)i menyatakani “pemerintahi daerahi dani pemerintahi kabupaten/kotai 

wajibi memberikani kesempatani dani perlakuani yangi samai kepadai 

tenagai kerjai penyandangi disabilitas,i untuki memperolehi pekerjaani sesuaii 

dengani persyaratani dani kualifikasii pekerjaani sertai jenisi dani derajati 

disabilitas”.i Pasali 21i ayati (2)i menyatakani “pemerintahi daerah,i 

pemerintahi kabupaten/kota,i badani usahai miliki Negara,i badani usahai 

miliki daerah,i sertai perusahaani swastai wajibi mempekerjakani pegawaii 

penyandangi disabilitasi yangi memenuhii persyaratani dani kualifikasii 

pekerjaani palingi kurangi 1%i (satui persen)i darii jumlahi pegawai”.i Sertai 

padai Pasali 22i ayati (1)i menyebutkani bahwai “persyaratani dani kualifikasii 

pekerjaani bagii pekerjai penyandangi disabilitasi dii instansii pemerintahi 

daerah,i pemerintahi kabupaten/kota,i badani usahai miliki Negara,i badani 
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usahai miliki daerah,i sertai perusahaani swasta,i diterapkani dengani 

memperhatikani faktori : 

1) Jenisi disabilitas 

2) Pendidikan 

3) Keahlian,i keterampilan,i dan/ataui kemampuan 

4) Kesehatan 

5) Formasii yangi tersedia,i dan 

6) Jenisi dani bidangi usaha 

Setiapi perusahaani dilarangi menolaki caloni tenagai kerjai disabilitasi 

sebagaimanai tercantumi padai Pasali 23i Peraturani Daerahi Provinsii Jawai 

Barati Nomori 7i Tahuni 2013i Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani 

Penyandangi Disabilitasi menyatakani bahwai “pemerintahi daerah,i 

pemerintahi kabupaten/kota,i BUMN,i BUMD,i dani perusahaani swastai 

dilarangi menolaki caloni tenagai kerjai dan/ataui memutusi hubungani kerjai 

dengani alasani yangi bersangkutani penyandangi disabilitas”.i Sertai padai 

Pasali 24i “tenagai kerjai penyandangi disabilitasi mempunyaii hak,i 

kewajiban,i dani tanggungi jawabi dengani pekerja/pegawaii lainnya,i sesuaii 

ketentuani peraturani perundang-undangan”. 

Adapuni Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaani jugai menjelaskani mengenaii kesempatani kerjai untuki 

tenagai kerjai disabilitasi padai Pasali 5i yangi menyatakani bahwai “setiapi 

tenagai kerjai memilikii kesempatani yangi samai tanpai diskriminasii dalami 

memperolehi pekerjaan”.i Padai Pasali 6i “setiapi pekerja/buruhi berhaki 

memperolehi perlakuani yangi samai tanpai diskriminasii darii pengusaha”.i 
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Diskriminasii itui sendirii adalahi pembedaani ataui pengucilani berdasarkani 

alasan-alasani tertentui yangi menghapusi ataui mengurangii kesetaraani 

kesempatani ataui perlakuani dalami hubungani kerjai ataui pekerjaan.21 

B. Aspeki Hukumi Tenagai Kerja 

1. Tenagai Kerja 

Buruh,i pekerja,i worker,i laborer,i tenagai kerjai ataui karyawani padai 

dasarnyai adalahi manusiai yangi menggunakani tenagai dani 

kemampuannyai untuki mendapatkani balasani pendapatani baiki berupai 

uangi maupuni bentuki lainnyai kepadai pemberii kerjai ataui pengusahai 

ataui majikan.i Buruhi sangati terkenali dalami duniai ketenagakerjaan,i 

selaini istilahi yangi sudahi digunakani padai zamani Belanda.i Zamani 

penjajahani Belandai yangi dimaksudi dengani buruhi adalahi pekerjai kasar,i 

orang-orangi inii disebutnyai sebagaii bluei collar,i sedangkani yangi 

melakukani pekerjaani dikantori pemerintahi maupuni swastai disebuti 

karyawani ataui pegawaii (whitei collar)22. 

Pekerjai ataui buruhi merupakani bagiani darii tenagai kerjai yaitui yangi 

bekerjai dii dalami hubungani kerja,i dii bawahi perintahi pemberii kerjai 

(perseorangan,i pengusaha,i badani hukum,i ataui badani lainnya)i dani atasi 

jasanyai dalami bekerjai yangi bersangkutani menerimai upahi ataui imbalani 

dalmi bentuki lain,i dengani katai laini tenagai kerjai disebuti sebagaii 

pekerja/buruhi bilai melakukani pekerjaani dii dalami hubungani kerjai dani 

                                                             
21

i M.i Ramadhanai Alfaris,i Opi Cit,i hlm.i 205. 
22

i Lalui Husni,i „Pengantari Hukumi Ketenagakerjaan‟,i Rajai Grafindoi Persada,i Jakarta,i 

2014,i hlm.i 45. 
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dibawahi perintahi orangi laini dengani menerimai upahi ataui imbalani dalami 

bentuki lain23. 

Tenagai kerjai adalahi setiapi orangi yangi mampui melakukani pekerjaani 

gunai menghasilkani barangi dan/ataui jasa,i baiki untuki memenuhii 

kebutuhani sendirii maupuni untuki masyarakat.i Pengertiani tenagai kerjai inii 

lebihi luasi darii pengertiani pekerjai ataui buruhi karenai pengertiani tenagai 

kerjai mencakupi pekerjai ataui buruh,i yaitui tenagai kerjai yangi sedangi 

terikati dalami suatui hubungani kerjai dani tenagai kerjai yangi belumi 

bekerja.i Pekerjai ataui buruhi adalahi setiapi orangi yangi bekerjai dengani 

menerimai upahi dani imbalani dalami bentuki lain,i dengani katai laini 

pekerjai ataui buruhi adalahi tenagai kerjai yangi sedangi dalami ikatani 

hubungani kerja24. 

Tenagai kerjai merupakani penduduki dalami usiai kerjai yangi siapi 

melakukani pekerjaan,i antarai laini orangi yangi sudahi bekerja,i orangi yangi 

sedangi mencarii pekerjaan,i orangi yangi bersekolahi dani orangi yangi 

mengurusi rumahi tangga.i Adapuni pengertiani tenagai kerjai menuruti 

Sumitroi Djojohadikusomoi adalahi semuai orangi yangi bersediai dani 

sanggup,i dani golongani inii meliputii orangi i yangi bekerjai untuki dirii 

sendiri,i anggotai keluargai yangi tidaki menerimai bayarani sertai orangi 

yangi bekerjai untuki menerimai bayaran/upah/gaji25. 

Sedangkani menuruti Paymani J.i Simanjuntaki i definisii tenagai kerjai 

adalahi penduduki yangi berusiai antarai 14i sampaii 60i tahuni adalahi 

                                                             
23i Maimun,i „Hukumi Ketenagakerjaan‟,i Pradnyai Paramita,i Jakarta,i 2007,i hlm.i 12. 
24

i Hardijani Rusli,i „Hukumi Ketenagakerjaan‟,i Ghaliai Indonesia,i Bogor,i 2011,i hlm.i 4. 
25

i Rizkii Herdiani Zenda,i ‘Peranani Sectori Industryi Terhadapi Penyerapani Tenagai 

Kerjai Dii Kotai Surabaya’i (2017),i Voli 2i No1,i Jurnali Ekonomii &i Bisnis,i hlm.i 372.i  
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variabeli darii tenagai kerjai itui sedangkani orang-orangi yangi berusiai 

dibawahi 14i tahuni digolongkani bukani sebagaii tenagai kerja26. 

Adapuni pengertiani tenagai kerjai menuruti Undang-Undangi Nomori 13i 

Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani menyatakani bahwai tenagai kerjai 

adalahi setiapi orangi yangi mampui melakukani pekerjaani gunai 

menghasilkani barangi dan/ataui jasa,i baiki untuki memenuhii kebutuhani 

sendirii maupuni untuki masyarakat. 

Tenagai kerjai penyandangi disabilitasi adalahi tenagai kerjai yangi 

mempunyaii kelainani fisiki dan/ataui mentali namuni mampui melakukani 

kegiatani secarai selayaknya,i sertai mempunyaii bakat,i minati dani 

kemampuani untuki melakukani pekerjaan,i baiki dii dalami maupuni dii luari 

hubungani kerjai gunai menghasilkani barangi ataui jasai untuki memenuhii 

kebutuhani masyarakat27. 

Tenagai kerjai (manpower)i terdirii darii angkatani kerjai dani bukani 

angkatani kerja.i Angkatani kerjai ataui labouri force,i terdirii atas28i : 

 

a. Golongani yangi bekerja;i dan 

b. Golongani yangi mengangguri ataui sedangi mencarii pekerjaan. 

Kelompoki bukani angkatani kerjai terdirii atasi : 

a. Golongani yangi bersekolah; 

b. Golongani yangi mengurusi rumahi tangga;i dan 

c. Golongani lain-laini ataui penerimai pendapatan. 

                                                             
26i Ibid.i hlmi 372-373. 
27

Ismaili Shaleh,‟Implementasii Pemenuhani Haki Bagii Penyandangi Disabilitasi 

Ketenagakerjaani Dii Semarang‟i (2018),i Voli 20i Noi 1,i Jurnali Ilmui Hukum,i hlm.i 67. 
28

Agusmindah,i ‘Hukumi Ketenagakerjaani Indonesia’,i Ghaliai Indonesia,i Bogor,i 2010,i 

hlm.i 6. 
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Golongani yangi bersekolahi adalahi orang-orangi yangi kegiatannyai 

hanyai bersekolah.i Golongani yangi mengurusi rumahi tanggai adalahi 

orang-orangi yangi mengurusi rumahi tanggai tanpai memperolehi upah,i 

sedangkani yangi tergolongi dalami lain-laini inii adai duai macam,i yaitui 29: 

a. Golongani yangi menerimai pendapatan,i yaitui orangi yangi tidaki 

melakukani suatui kegiatani ekonomi,i tetapii memperolehi 

pendapatani sepertii tunjangani pensiun,i bungai atasi simpanani 

uangi ataui sewai atasi milik. 

b. Orangi yangi hidupnyai tergantungi darii orangi lain,i misalnyai 

karenai lanjuti usia,i disabilitasi ataui sakiti kronis. 

Ketigai golongani bukani angkatani kerjai inii kecualii orang-orangi yangi 

hidupnyai tergantungi darii orangi lain,i sewaktu-waktui dapati menawarkani 

jasanyai untuki bekerja.i Olehi karenai itu,i kelompoki inii seringi jugai 

dinamakani sebagaii Potentiali Labouri Forcei (PLF). 

Jadii dapati disimpulkani bahwai tenagai kerjai adalahi semuai orangi 

yangi bersediai dani sanggupi bekerja,i termasuki orangi yangi mengangguri 

meskipuni bersediai dani sanggupi bekerjai dani orangi yangi mengangguri 

terpaksai akibati tidaki adai kesempatani kerja.i Sertai tenagai kerjai 

penyandangi disabilitasi puni jugai merupakani golongani angkatani kerjai 

karenai merekai jugai memilikii suatui keterampilani dani kemampuani dalami 

melakukani suatui kegiatani sepertii orangi padai umumnya. 

 

2. Haki Atasi Pekerjaani Yangi Layak 

                                                             
29i Ibid.i hlm.i 7. 
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Haki atasi pekerjaani yangi layaki merupakani suatui haki darii setiapi 

wargai Negarai untuki memenuhii kebutuhani agari mencapaii kehidupani 

yangi sejahterai yangi harusi diberikani olehi Negara.i Haki atasi pekerjaani 

yangi layaki jugai merupakani bentuki haki asasii manusiai yangi melekati 

padai setiapi orang. 

Haki mendapatkani pekerjaani yangi layak,i sangati terkaiti dengani hak-

haki asasii manusiai dii bidangi ekonomi,i sosiali dani budaya,i yaknii haki 

yangi terkaiti dengani kerja,i haki atasi pekerjaani dani haki dalami bekerjai 

merupakani Haki Asasii Manusia.i Haki asasii pekerjai adalahi haki untuki 

memperolehi pekerjaani yangi layaki bagii kemanusiani yangi telahi diakuii 

keberadaannyai dalami Undang-Undangi Dasari 1945i yangi merupakani haki 

konstitusional.i Itui berartii Negarai tidaki diperkenankani mengeluarkani 

kebijakan-kebijakani baiki berupai Undang-Undangi (legistativei policy)i 

maupuni berupai peraturan-peraturani pelaksanaani (buereaucracyi policy)i 

yangi dimaksudkani mengurangii substansii haki kontitusional.i Bahkani dii 

dalami hukumi Negarai moderni (Negarai kesejahteraan)i Negarai 

berkewajibani untuki menjamini pelaksanaani haki konstitusional.i Demikani 

jugai hak-haki yangi bukani haki asasii mengalamii prosesi dengani 

kepentingani dani perkembangani masyarakati diaturi dalami peraturani 

perundang-undangan.i Sehubungani dengani adanyai kewajibani Negarai 

dalami melaksanakani haki konstitusional,i Negarai dituntuti untuki 

memberikani pelayanani yangi sebaik-baiki dani seluar-luasnyai kepadai 

masyarakati dani akhirnyai pastii akani munculi duai gejala,i yaknii 30: 

                                                             
30

i Mustari,i „Haki Atasi Pekerjaani Dengani Upahi Yangi Seimbang‟i (2016),i Vol.i IXi No.i 

2,i Jurnali Supremasi,i hlm.i 113-114. 
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a. Campuri tangani pemerintahi terhadapi aspeki kehidupani 

masyarakati sangati luas. 

b. Dalami pelaksanaani fungsii pemerintahi seringi digunakani asasi 

diskresi. 

Sebagaii realisasii darii campuri tangani Negarai ataui pemerintahi dalami 

menjalankani fungsii Negarai kesejahteraani yaknii dengani lahirnyai 

berbagaii peraturani perundang-undangani yakni31i : 

1) Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 

1945 

a) Pasali 27i ayati (2)i :i Tiap-tiapi wargai Negarai berhaki 

atasi pekerjaani dani penghidupani yangi layaki bagii 

kemanusiaan. 

b) Pasali 28Di ayati (2)i :i Setiapi orangi berhaki untuki 

bekerjai sertai mendapati imbalani dani perlakuani yangi 

adili dani layaki dalami hubungani kerja. 

2) Undang-Undangi Nomori 39i Tahuni 1999i Tentangi Haki Asasii 

Manusia. 

Pasali 38i : 

a) Setiapi orangi berhak,i sesuaii dengani bakat,i kecakapan,i 

dani kemampuan,i berhaki atasi pekerjaani yangi layak; 

b) Setiapi orangi berhaki dengani bebasi memilihi pekerjaani 

yangi disukainyai dani berhaki pulai atasi syarat-syarati 

ketenagakerjaan; 

                                                             
31i Ibid.hlm.i 114. 
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c) Setiapi orang,i baiki priai maupuni wanitai yangi 

melakukani pekerjaani yangi sama,i sebanding,i setarai 

ataui serupa,i berhaki atasi upahi sertai syarat-syarati 

perjanjiani kerjai yangi sama; 

d) Siapi orang,i baiki priai maupuni wanita,i dalami 

melakukani pekerjaani yangi sepadani dengani martabati 

kemanusiaannyai berhaki atasi upahi yangi adili sesuaii 

dengani prestasinyai dani dapati menjamini kelangsungani 

hidupi keluargannya. 

3) Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 2016i Tentangi Penyandangi 

Disabilitas. 

4) Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaan. 

5) Peraturani Daerahi Provinsii Jawai Barati Nomori 7i Tahuni 2013i 

Tentangi Penyelenggaraani Perlindungani Penyandangi 

Disabilitas. 

Indonesiai merupakani suatui Negarai hukumi yangi manai menjamini 

seluruhi haki wargai negaranyai termasuki jugai penyandangi disabilitasi 

dalami memberikani ataui menyediakani lapangani pekerjaan.i Menuruti teorii 

kesejahteraan,i Negarai ikuti bertanggungi jawabi memberikani pekerjaani 

ataui kesempatani kerjai kepadai penyandangi disabilitasi sebagaii 

konsekuensii darii Negarai hukumi yangi manai Negarai harusi ikuti campuri 

dalami mensejahterakani masyarakatnya.i Sebagaimanai komitmeni 

pemerintahi dalami meningkatkani kesamaani haki untuki memperolehi 

kesempatani kerjai bagii setiapi orangi Indonesiai termasuki penyandangi 
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disabilitasi tercantumi didalami UUDi 1945i yangi telahi dijelaskani diatas,i 

sertai adapuni yangi membahasi mengenaii haki atasi pekerjaani untuki 

penyandangi disabilitasi yaitui terdapati padai Pasali 5i Undang-Undangi 

Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani menyatakani bahwai 

setiapi tenagai kerjai memilikii kesempatani yangi samai tanpai diskriminasii 

dalami memperolehi pekerjaan,i dani Pasali 6i Undang-Undangi Nomori 13i 

Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani yangi menyatakani bahwai setiapi 

pekerja/buruhi memperolehi perlakuani samai tanpai diskriminasii darii 

pengusaha. 

Sebagaimanai komitmeni pemerintahi dalami meningkatkani kesamaani 

haki untuki memperolehi kesempatani kerjai bagii setiapi orangi Indonesiai 

termasuki penyandangi disabilitasi tercantumi jugai dalami Undang-Undangi 

Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani mengenaii tugasi 

Pemerintah,i yaitu32i : 

1) Perencanaani tenagai kerja 

Dalami rangkai pembangunani ketenagakerjaan,i pemerintahi 

menetapkani kebijakani dani menyusuni perencanaani tenagai 

kerjai melaluii pendekatani perencanaani tenagai kerjai nasional,i 

daerah,i dani sektoral,i yaitui pendekatani secarai makroi (i Pasali 

7i Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaan) 

2) Perluasani kesempatani kerja 

Pasali 41i Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaani menetapkani bahwai pemerintahi menetapkani 

                                                             
32i Hardijani Rusli,i Opi Cit,i hlmi 11-12. 
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kebijakani ketenagakerjaani dani perluasani kesempatani kerja.i 

Pengawasani atasi pelaksanaani kebijakani ketenagakerjaani dani 

perluasani kesempatani kerjai inii dibebankani bukani hanyai 

kepadai pemerintahi saja,i tetapii diharapkani darii masyarakat,i 

karenai itui dibentuki badani koordinasii yangi beranggotakani 

unsuri pemerintahani dani unsuri masyarakat.i Pemerintahi 

bertanggungi jawabi mengupayakani perluasani kesempatani 

kerja,i baiki didalami maupuni dii luari hubungani kerja.i Tanggungi 

jawabi perluasani kesempatani kerjai adai padai pemerintah,i 

tetapii masyarakati jugai didorongi untuki ikuti mengupayakani 

perluasani kesempatani kerjai ini.i Karenai itu,i diharapkani 

lembagai keuangan,i baiki perbankani maupuni noni perbankan,i 

dani duniai usahai perlui membantui dani memberikani 

kemudahani bagii setiapi kegiatani masyarakati yangi dapati 

menciptakani ataui mengembangkani perluasani kesempatani 

kerja.i Semuai kebijakani pemerintah,i baiki pusati maupuni 

daerahi dii setiai sectori diarahkani untuki mewujudkani perluasani 

kesempatani kerja. 

3) Pembinaani  

Penjelasani Pasali 173i Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i 

Tentangi Ketenagakerjaani menjelaskani bahwai pembinaani 

adalahi kegiatani yangi dilakukani secarai berdayai gunai dani 

berhasili gunai untuki memperolehi hasili yangi lebihi baiki untuki 

meningkatkani dani mengembangkani semuai kegiatani yangi 

berhubungani dengani ketenagakerjaan.i Pembinaani dilakukani 
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olehi pemerintahi secarai terpadui dani terkoordinasii dengani 

mengikutsertakani organisasii pengusaha,i serikati pekerja/serikati 

buruh,i dani organisasii profesii terkait. 

4) Pengawasani  

Pengawasani ketenagakerjaani adalahi kegiatani mengawasii dani 

menegakani pelaksanaani peraturani perundang-undangi 

dibidangi ketenagakerjaan.i Tugasi pengawasani ketenagakerjaani 

dilakukani olehi pegawaii pengawasi ketenagakerjaani yangi 

mempunyaii kompetensii dani independeni gunai menjamini 

pelaksanaani peraturani perundang-undangani ketenagakerjaan. 

Tugasi pemerintahi inii kiranyai sesuaii dengani fungsinyai sepertii yangi 

tercantumi padai Pasali 102i ayati (1)i Undang-Undangi Nomoi 13i Tahuni 

2003i Tentangi Ketenagakerjaan,i yaitu33i : 

1) Menetapkani kebijakan 

2) Memberikani pelayanan 

3) Melaksanakani pengawasan 

4) Melakukani penindakani terhadapi pelanggarani peraturani 

perundang-undangi ketenegakerjaan. 

Haki untuki mendapatkani pekerjaani merupakani suatui haki asasii 

manusiai yangi harusi dipenuhii olehi pemerintahi sebagaimanai yangi diaturi 

didalami Pasali 2i Undang-Undangi Noi 39i Tahuni 1999i Tentangi Haki 

Asasii Manusiai yangi mengatakani bahwai Negarai Republiki Indonesiai 

mengakuii dani menjunjungi tinggii haki asasii manusiai dani kebebasani 

dasari manusiai sebagaii haki yangi secarai kodratii melekati padai dani tidaki 

                                                             
33i Id. 
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terpisahkani olehi manusia,i yangi harusi dilindungi,i dihormati,i dani 

ditegakkani demii peringatani martabati manusia,i kesejahteraan,i 

kebahagiaan,i dani kecerdasani sertai keadilan. 

3. Hubungani Kerjai Dengani Perusahaan 

Hubungani kerjai menuruti Soepomoi adalahi suatui hubungani anatarai 

seorangi buruhi dani seorangi majikan,i dimanai hubungani kerjai itui sendirii 

terjadii setelahi adanyai perjanjiani kerjai antarai keduai belehi pihak.i 

Merekai terikati dalami suatui perjanjian,i disatui pihaki pekerja/buruhi 

bersediai bekerjai dengani menerimai upahi dani pengusahai 

mempekerjakani pekerja/buruhi dengani memberii upah. 

Menuruti Husnii berpendapati bahwai hubungani kerjai adalahi hubungani 

antarai buruhi dani majikani dimanai pihaki buruhi mengikatkani dirinyai padai 

pihaki majikani untuki bekerjai dengani mendapatkani upahi dani majikani 

menyatakani kesanggupani untuki mempekerjakani buruhi dengani 

membayari upah34. 

Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaani jugai menjelaskani mengenaii hubungani kerja.i Padai 

Pasali 1i angkai 15i Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi 

Ketenagakerjaani menyatakani bahwai hubungani kerjai adalahi hubungani 

antarai dengani pekerj/buruhi berdasarkani perjanjiani kerja,i yangi 

mempunyaii unsuri pekerjaan,i upah,i dani perintah. 

Dalami pengertiani hubungani kerja,i terkandungi artii bahwai pihaki 

pekerja/buruhi dalami melakukani pekerjaani beradai dii bawahi pimpinani 

pihaki laini yangi disebuti majikan/pimpinan/pengusaha.i Perjanjiani kerjai 

                                                             
34

i Abduli Hakim,i „Dasar-dasari Hukumi Ketenagakerjaani Indonesia,i PTi Citrai Adityai 

Bakti,i Bandung,i 2014,i hlm.i 39. 
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yangi dibuati olehi pengusahai dengani pekerja/buruhi tidaki bolehi 

bertentangani dengani perjanjiani kerjai bersamai yangi dibuati olehi 

pengusahai dengani serikati pekerja/serikati buruhi yangi adai padai 

perusahaan.i Demikiani pulai perjanjiani kerjai tersebuti tidaki bolehi 

bertentangani dengani peraturani perusahaani yangi dibuati olehi 

pengusaha35. 

Berdasarkani pengertiani darii hubungani kerjai menuruti Undang-

Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaan,i dapati ditariki 

kesimpulani bahwai hubungani kerjai memilikii unsur-unsuri yaitui : 

a. Parai pihaki sebagaii subyeki hukumi (pengusahai dani 

pekerja/buruh); 

b. Perjanjiani kerja; 

c. Adanyai pekerjaan; 

d. Upah;i dan 

e. Perintah. 

Adapuni hubungani kerjai dengani perusahaani berdasarkani Undang-

Undangi Nomori 13i Tahuni 2003i Tentangi Ketenagakerjaani yangi terdapati 

padai Pasali 50i yangi menyebutkani bahwai “Hubungani kerjai terjadii 

apabilai telahi dilakukani perjanjiani kerjai antarai pengusahai dengani 

pekerja/buruh”.i Secarai yuridisi pekerja/buruhi memangi manusiai yangi 

bebas,i sebagaimanai dijamini olehi konstitusii “setiapi wargai Negarai 

bersamaani kedudukannyai didepani hukumi dani pemerintahan”,i setiapi 

orangi berhaki mendapakani pekerjaani dani penghasilani yangi layak.i 

Namuni secarai sosiologisi bahwai pekerjai tidaki menempatii posisii dimanai 

                                                             
35

i Zainali Asyhadie,i „Hukumi Kerjai :i Hukumi Ketenagakerjaani dii Bidangi Hukumi 

Kerja’,i PTi Rajai Grafindo,i Jakarta,i 2013,i hlm.i 50. 
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diai harusi diperlakukani sebagaii manusiai yangi bermartabat.i Posisii 

dilematisi buruhi diperparahi dengani banyaknyai penganggurani sehinggai 

membuati pengusahai menekani parai pekerjai karenai pengusahai bisai sajai 

menggantii dengani pekerjai yangi lain36. 

                                                             
36

i Ungguli Priyadi,i „Pendampingani Hukumi Haki Pekerjai (usiai produktif)i Berdasarkani 

Hukumi Ketenagakerjaan‟i (2013),i Vol.i 2i No.i 2,i Jurnali Inovasii dani 
Kewirausahaan,i hlm.i 102. 
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